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Kampus Nonaktif Salah Siapa?
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UNIA pendidikan, khu-

susnya pendidikan tinggi,

dalam 3-4 bulan ini men-

dapat sorotan tajam dari
masyarakat di seluruh penjuru
Nusantara. Ihwal ‘hebohnya’ du-
nia pendidikan tinggi dimulai dari
acara Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi (Menristek
dan Dikti) Muhammad Nasir saat
melakukan kunjungan mendadak
ke beberapa perguruan tinggi di
daerah Bekasi, Jawa Barat.

Dari ‘inspeksi’ mendadak terse-
but, masyarakat tertegun karena
ditemukan cukup banyak pendi-
dikan tinggi (akademi, sekolah
tinggi, institut, dan universitas)
yang menyelenggarakan amanah
untuk menjalankan pendidikan
guna mencerdaskan bangsa ini
masih belum ideal. Dalam sidak ter-
sebut, banyak temuan dengan hasil
kurang memuaskan atas layanan
pendidikan. Misalnya, belum ada
sarana dan prasarana ideal dalam
penyelenggaraan proses belajar
mengajar, seperti kampus yang
tidak ideal, ruang-ruang kuliah
yang kotor dan tidak memenuhi
standar, serta ruang dosen dan
pengelola yang tidak ideal. Singkat
kata, inspeksi mendadak terse-
but membuka mata publik betapa
kurang ideal dan mewadahinya
sarana dan prasarana beberapa
perguruan tinggi yang menjalankan
tugas pokok dan fungsi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian masya-
rakat tersebut.

Pada episode selanjutnya, ma-
syarakat dikejutkan dengan bere-
darnya informasi terkait dengan
merebaknya ijazah palsu. Ijazah
yang dianggap sebagai ‘senjata dan
jimat’ untuk menentukan nasib

masa depan dan meningkatkan
‘gengsi dan kasta’ strata sosial di
masyarakat dapat diperoleh de-
ngan cara yang sangat mudah,
yaitu dengan menyediakan dana
tertentu untuk ‘membeli’ ijazah
sesuai dengan keinginannya tanpa
melakukan proses belajar mengajar
yang ideal. Kasus ijazah palsu yang
berkembang di masyarakat ikut me-
nambah gradasi karena nila setitik
rusak susu sebelanga dalam dunia
pendidikan tinggi.

Belum selesai penanganan dan
pencegahan ijazah palsu itu, masya-
rakat kembali dikejutkan dengan
berita pelaksanaan wisuda abal-
abal, yakni kegiatan perkuliahan
tidak ideal, tapi bisa melaksana-
kan wisuda sebagai tanda seorang
mahasiswa telah menyelesaikan
kuliah.

Kampus nonaktif

Belum hilang dari ingatan kita
hasil sidak Menristek dan Dikti
soal penyelenggaraan pendidikan
tinggi oleh swasta, izasah palsu, dan
wisuda abal-abal itu. Kini, publik
dikejutkan dengan informasi ten-
tang kampus nonaktif.

Perguruan tinggi di Indonesia
sesuai dengan UU No 12/2012 ten-
tang Pendidikan Tinggi (UU-PT)
bisa berbentuk perguruan tinggi
negeri (PTN) yang diselenggarakan
pemerintah dan perguruan tinggi
swasta (PTS) yang merupakan
bentuk partisipasi publik dari ma-
syarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan tinggi.

Banyaknya PTN (sekitar 134 PTN
yang terdiri atas PTN satker, PTN
Badan Layanan Umum [BLU], dan
PTN Badan Hukum [BH]) dan PTS
yang ada di negara kita ( sekitar

4.300 PTS di bawah Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta/Kopertis
wilayah I s/d XIV) dengan jumlah
program studi lebih dari 22.000
menyebabkan banyaknya varian
masalah dan kompleksitas yang
harus dihadapi sehingga sekarang
muncullah istilah yang mengaget-
kan, yakni kampus nonaktif. Secara
faktual, istilah kampus nonaktif
itu suatu istilah yang biasa publik
tahu karena telah diunggah dalam
website www. forlab.dikti.go.id yang
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setiap saat dapat diakses secara
umum kapan dan di mana pun.

Jumlah kampus nonaktif untuk
pertama kalinya dilansir sebanyak
243 PT (Info terakhir yang disam-
paikan Dirjen Kelembagaan Kemen-
ristek dan Dikti Patdono Suwignjo
sebanyak 239 PT). Jumlah itu jauh
lebih kecil jika dibandingkan de-
ngan jumlah PT nonaktif pada akhir
2014, yaitu Kemenristek dan Dikti
menetapkan sanksi nonaktif pada
576 perguruan tinggi.

Jenis pelanggaran

Kampus nonaktif ialah keadaan
saat perguruan tinggi dalam men-
jalankan manajerialnya telah me-
lakukan pelanggaran-pelanggaran.
Jenis pelanggaran tersebut ialah
sebagai berikut.

Pertama, tidak ada kuliah atau
proses belajar mengajar secara ter-
struktur dan teratur. Kedua, adanya
peralihan yayasan atau alih kelola
yayasan penyelenggara perguruan
tinggi swasta yang tidak dilaporkan
ke Kemenristek dan Dikti. Ketiga,
tidak tercapainya perbandingan
atau rasio tenaga pendidik (dosen)
dengan mahasiswa.

Secara umum, rasio dosen ma-
hasiswa PTN eksakta ialah 1:20
dan noneksakta 1:30, sedangkan
untuk PTS eksakta ialah 1:40 dan
noneksakta 1:30. Suatu keadaan
yang amat ironis bahwa di lapang-
an masih cukup banyak ditemukan
rasio yang sangat tidak ideal, misal-
nya, untuk program studi eksakta
1:150 lebih dan 1:100 lebih untuk
noneksakta.

Keempat, perpindahan alamat
kampus. Perguruan tinggi yang
berpindah alamat harus memberi-
tahukan kepada Kemenristek dan
Dikti dan juga koordinator petinggi
swasta setempat. Tidak adanya
pemberitahuan pindah alamat ter-
sebut dapat diidentifikasikan seba-
gai pelanggaran.

Kelima, adanya perselisihan in-
ternal yayasan. Cukup banyak para
penyelenggara PTS (yayasan) yang
berselisih atau saling klaim bahwa
yayasan itu yang legal. Secara
normatif, yayasan yang dianggap
legal ialah yayasan dengan akta
pendirian (akta notaris) yang sudah
disahkan Kementerian Hukum dan
HAM cq Direktorat Jenderal Admi-
nistrasi Hukum Umum (AHU).

Keenam, PT tidak memberi-
kan laporan pada Pangkalan Data
Perguruan Tinggi (PDPT). PDPT

merupakan sebuah sistem yang di-
kembangkan Dirjen Dikti (kala itu)
yang isinya memuat seluk beluk
database perguruan tinggi yang
meliputi perguruan tinggi, fakul-
tas, program studi, jurusan, dosen,
jumlah, jumlah fakultas, jumlah
doktor, dan jumlah profesor yang
berkaitan dengan informasi kekini-
an perguruan tinggi.

Ketujuh, tidak ada mahasiswa.
Mahasiswa memegang peran yang
amat penting dalam penyeleng-
garaan proses belajar di sebuah
perguruan tinggi. Kedelapan, PT
menyelenggarakan kelas jarak
jauh. PT yang menyelenggarakan
kegiatan/kuliah jarak jauh (perku-
liahan di luar tempat atau domisili
PT) sebagai akibatnya dapat dikenai
sanksi penonaktifan.

Kesembilan, PT yang mengeluar-
kan ijazah palsu atau ijazah yang
tidak sah. PT yang akhirnya dikenal
dengan PT nonaktif dengan sanksi
PTS tersebut tidak diperbolehkan
menerima mahasiswa baru dan
juga tidak boleh melaksanakan
wisuda.

Pertanyaan terbesar bagi publik
soal kondisi ini ialah salah siapa
sampai terjadi kampus nonaktif.
Dari segi aturan, ketentuan yang
tertuang dalam PP No 4/ 2014 ten-
tang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi sudah memuat cukup rinci
harus melakukan apa dan bagai-
mana idealnya suatu PT itu.

Jika dilihat dari struktur, birokrasi
yang dibangun Kemenristek dan
Dikti cq Dirjen Kelembagaan dengan
PDPT sebagai informasi soal keper-
guruan tinggi sudah lengkap.

Ibarat sebuah badai, fakta kam-
pus nonaktif itu semoga cepat ber-
lalu dengan menyelesaikan secara
baik bagi masyarakat, mahasiswa,
penyelenggara pendidikan, lu-
lusan, serta Kemenristek dan Dikti.
Semoga.

Regulasi, Birokrasi, dan Reformasi

Akbar Faizal
Anggota Komisi IIT DPR RI

RESIDEN Joko Widodo mener-
P bitkan paket kebijakan ekono-

mimelalui tiga langkah. Salah
satunya mendorong daya saing
industri nasional melalui deregulasi,
debirokratisasi, serta penegakan
hukum dan kepastian usaha. Ada 89
peraturan yang dirombak dari 154
yang masuk ke tim ekonomi, yaitu 17
rancangan peraturan pemerintah,
11 rancangan peraturan presiden,
2 rancangan instruksi presiden, 63
rancangan peraturan menteri, dan 5
aturan lain (Kompas, 9/9). Mengapa
sedemikian banyak peraturan yang
akan dirombak?

Overdosis

Peraturan pada hakikatnya dibuat
untuk menciptakan keteraturan.
Peraturan jika diberikan dalam
batas dosis yang tepat, niscaya
akan menghadirkan harmoni. Se-
baliknya, jika overdosis, justru
menciptakan penyakit birokrasi.
Panjang pendeknya alur birokrasi
ditentukan dari sejauh mana regu-
lasi mengaturnya. Makin banyak
peraturan, makin panjang prosedur
dan tahapan yang harus dilalui un-
tuk sekadar mendapatkan tanda

tangan dan legitimasi dari otoritas
terkait.

Potret panjangnya alur birokrasi
kita sudah bertahun-tahun dipapar-
kan ease of starting business index
(indeks kemudahan memulai bis-
nis). Meski mengalami perbaikan,
dalam riset yang dilakukan World
Bank tersebut, posisi Indonesia
masih jauh tertinggal, bahkan di
kawasan ASEAN sekali pun. Indone-
sia hanya berada di peringkat 155,
jauh dari Malaysia di peringkat 13.
Bayangkan, seorang pebisnis yang
ingin memulai usahanya di Indo-
nesia membutuhkan waktu hingga
52 hari karena harus melahap 10
tahap prosedur. Padahal, di Ma-
laysia hanya butuh 5 hari dengan
3 tahapan prosedur. Di seluruh
dunia, birokrasi terbaik berada di
New Zealand yang hanya memakan
waktu setengah hari karena hanya
ada 1 prosedur.

Kondisi ini disebabkan kita mem-
produksi peraturan secara berlebih-
an. Pada rezim pemerintahan sebe-
lumnya, menurut data yang ada di
situs Sekretariat Kabinet, pemerin-
tah memproduksi 875 peraturan
pemerintah dan 1.038 peraturan

presiden. Jumlah ini belum ter-
masuk peraturan yang dikeluarkan
Kementerian/Lembaga dan Peme-
rintah Daerah. Pasalnya, tak jarang,
baik UU, PP, maupun perpres akan
melahirkan ‘anak, cucu, dan cicit’
dari peraturan itu sendiri. Di level
eksekutif, jauh lebih tidak terkon-
trol karena secara kewenangan
bisa dikeluarkan eksekutif tanpa
persetujuan legislatif.

Secara selektif melakukan
perubahan pengaturan dari
rezim perizinan menjadi rezim
pendaftaran.

Reformasi birokrasi tanpa refor-
masi regulasi sama saja dengan
omong kosong karena regulasiialah
anak kandung birokrasi. Tanpa
melakukan hal ini, kita akan terus
dihadapkan dengan ekonomi biaya
tinggi, pungutan liar pada pela-
yanan publik, dan pemborosan ang-
garan karena harus ada pegawai
yang digaji pemerintah. Kebijakan
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
ialah langkah yang baik karena me-
mindahkan loket-loket pengurusan
perizinan ke satu tempat. Namun,
itu tak cukup jika tidak diimbangi
dengan pemangkasan jumlah izin-

nya. Pasalnya, karena di situlah
akar masalah sesungguhnya. Pe-
mangkasan jumlah izin akan terjadi
jika peraturan yang menjadi dasar
hukumnya dihapus atau dicabut.

Kebijakan preventif

Pada 29 April 2015, Presiden
Jokowi sebenarnya telah menan-
datangani dua buah keppres, yaitu
Keppres Nomor 9 tentang Program
Penyusunan PP Tahun 2015 yang
berjumlah 151 buah dan Keppres
Nomor 10 tentang Program Penyu-
sunan Perpres Tahun 2015 yang
berjumlah 92 buah. Meski sebagian
besar merupakan warisan dan
perintah delegasi dari UU, PP, dan
Perpres, produk PP dan perpres
yang akan dihasilkan harus dianti-
sipasi agar jangan sampai menjadi
‘jebakan batman’ yang justru akan
melahirkan prosedur tambahan da-
lam birokrasi yang tidak perlu.

Pemerintahan Jokowi memang
relatif tidak memiliki pilihan me-
wah selain mematuhi perintah UU
dan turunannya itu. Agar tak teru-
lang, menjadi penting untuk me-
nerapkan kebijakan yang sifatnya
preventif guna menghindari ‘inflasi’
regulasi dalam konteks birokrasi
perizinan.

Pertama, secara selektif melaku-
kan perubahan pengaturan dari

rezim perizinan menjadi rezim
pendaftaran. Harus diakui pemerin-
tah di titik tertentu masih memer-
lukan wewenang pemberian izin
sebagai bentuk kontrol terhadap ak-
tivitas bisnis. Selain sebagai kontrol,
pemerintah juga memerlukan data
sebagai bahan pengambilan kebi-
jakan. Nah, pada level keperluan
pendataan inilah, pemerintah bisa
menyiasatinya dengan menerapkan
rezim pendaftaran, bukan perizi-
nan. Potensi penyimpangan akan
menurun karena pelaku usaha ti-
dak membutuhkan lampu hijau dari
pemerintah untuk urusan tertentu,
tetapi cukup mendaftarkan saja
dan seketika kewajiban hukumnya
menjadi gugur.

Kedua, terapkan e-government
pada setiap birokrasi perizinan. Sa-
lah satu faktor penyebab lambatnya
mendapatkan tanda tangan pejabat
ialah dokumen harus berpindah dari
satu meja ke meja lain yang sungguh
tidak efisien. Di level kementerian,
misalnya, alur dokumen dari meja
menteri bisanya akan turun ke
dirjen, lalu dari dirjen ke direktur,
dari direktur ke kasubdit. Lalu, dari
kasubdit ke kasi, dari kasi ke staf un-
tuk ditelaah. Selanjutnya, jika telah
selesai, dari staf naik lagi sampai ke
level menteri untuk ditandatangani.
Padahal, dengan sistem online, ham-

batan ini bisa diatasi dengan cepat
plus efisien karena paperless. Toh,
kita telah memiliki UU Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Ketiga, mengurangi pembentukan
peraturan pemberian delegasi ke-
pada peraturan yang lebih rendah.
Hal ini dilakukan guna menghadiri
pemberian ‘cek kosong’ kepada pe-
merintah sekaligus membatasi la-
hirnya prosedur baru di luar kontrol
undang-undang. Fakta saat ini, tanpa
delegasi sekali pun, sudah banyak
peraturan yang dibentuk secara
mandiri tanpa delegasi peraturan
di atasnya.

Keempat, memperbanyak delegasi
untuk menandatangani keputusan
dari level menteri/pimpinan lem-
baga kepada bawahannya. Dengan
demikian, beban kerja yang sifatnya
rutin menjadi berkurang sehingga
pimpinan dapat melakukan tugas
lain yang lebih strategis. Namun,
hal ini tetap harus dilakukan se-
cara selektif dan dilapisi dengan
supervisi.

Keempat langkah preventif ini
penting dilakukan agar kita tidak
menjadi produsen peraturan belaka
tanpa menghadirkan kesederha-
naan birokrasi. Tidak boleh lagi ada
praktik jargon ‘kalau bisa dipersulit
mengapa dipermudah?’ Sudahlah,
zaman jahiliah sudah berlalu.
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